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a. bahwa untuk kelancaran, efektifitas, dan efisiensi 
dalam administrasi pelaksanaan perjalanan dinas bagi 
pegawai negeri sipil pejabat eselon II di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Jepara, maka perlu adanya 
penyederhanaan dalam administrasi perjalanan dinas; 

b. bahwa untuk penyederhanaan administrasi perjalanan 
dinas bagi pegawai negeri sipil pejabat eselon II, maka 
perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara 
Nomor 15 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2018 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi 
Pegawai Negeri sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

BUPATI JEPARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menirnbang 

PROVINS! JAWA TENGAH 
PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 51 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 15 TAHUN 
2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DIN AS BAGI 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 

BUPATIJEPARA 



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan dan Pengelolaan Pertanggungjawaban 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 



(1) Perjalanan Dinas merupakan perjalan yang dilakukan oleh Bupati, 
Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan 
Personil Non Pegawai Negeri Sipil dari tempat kedudukan ke tempat 
yang dituju, dan kembali ke tempat kedudukan semula, yang 
dimaksudkan untuk melaksanakan tugas kedinasan. 

Pasal 3 

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a, dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 
15 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi 
Pegawai Negeri sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2018 Nomor 15) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI JEPARA NO MOR 15 TAHUN 2018 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS 
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI 
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
JEPARA. 

MEMUTUSKAN: 

10. Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dala.m Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 44 Tahun 2009 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta 
Penyampaiannya (Berita Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2009 Nomor 267); 

12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2018 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi 
Pegawai Negeri sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 15); 
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BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR..~.t. 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 27 November 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

Ditetapkan di Jepara 
Pada tanggal 27 November 2018 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan 1Il1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Jepara. 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

(2) Pegawai Negeri Sipil dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil yang akan 
melaksanakan perjalanan dinas sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1), 
harus mendapat persetujuan dan perintah pejabat yang diatur sebagai 
berikut: 
a. Dihapus. 
b. Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara memberikan perintah 

perjalanan dinas luar daerah kepada PNS pejabat eselon II dengan 
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. 

c. Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara memberikan surat tugas dan 
perintah perjalanan dinas dalam daerah kepada PNS eselon II. 

d. Kepala Perangkat Daerah memberikan perintah perjalanan dinas 
luar daerah dan dalam daerah kepada PNS pejabat eselon III, 
eselon IV, staf PNS, dan Non PNS. 


